
penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah,

perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal

Abab Lematang llir;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten

Penukal Abab Lematang llir telah mendapatkan
Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor

800j7496/0TDA Tanggal 18 November 2021 Perihal
pertimbangan penyederhanaan struktur organisasi
perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaterr/ Kota Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir

Nomor 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Kebijakanpelaksanaanrangkadalama. bahwaMenimbang

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR~& TAHUN2022

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI

SERTATATAKERJABADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,



e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525).

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tabun 2022 ten tang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184).

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan

Mengingat



Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Data dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2021 ten tang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi Kedalam

Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem

Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nornor 184)

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah

di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lernatang

Ilir Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);



Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,
KepalaBidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

10.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian

11.Sub. Koordinator adalah sub pimpinan kelompokjabatan

fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi

pratama masing-masing.
12.Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PegawaiNegeriSipil dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BadanSekretarisadalahBadan8. Sekretaris

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemeritah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir

4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah Daerah

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir

6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



BABIl

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal2

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang
penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.
Bagian kedua

Susunan Organisasi
Pasal3

(1) Susunan Organisasi Badan sebagai berikut:
a. KepalaBadan
b. Sekretariat Badan membawahi;

1. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian;dan
2. KelompokJabatan Fungsional,

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi
Kelompokjabatan fungsiona1;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi
Kelompokjabatan fungsional;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi
KelompokJabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b,

dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada KepalaBadan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c,
huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaBadan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf b

angka 1,dipimpin oleh seorang KepalaSub Bagianyang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.



Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa15

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumber daya serta kerjasama;

2. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
program perencanaan dan perumusan kebijakan di
lingkungan BPBD;

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh.

kegiatanb. pengkoordinasian pelaksanaan

BABIII

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KepalaDinas

Pasal4
(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan
Kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Kabupaten.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),KepalaDinas mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektifdan efesien;

(5) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana di

maksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisakan dari peraturan
bupati ini.



kepegawaian dan pengernbangan sumber daya rnanusia;
g. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan

dan evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat,

kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan,
rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;

administrasi

Pasa16
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas di bidang pengelolaan surat

menyurat, kearsipan dan dokumentasi Produk Hukum
dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan

kepegawaian;
b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

c. rnelaksanakan urusan surat menyurat baik surat masuk
maupun keluar;

d. rnelaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum dan kearsipan;

e. melaksanakan pengelolaan dan administrasi rumah
tangga, barang atau perlengkapan;

f. melaksanakan pengelolaan dan

pengarah penanggulangan beneana;
6. Mengumpulkan data dan informasi kebeneanaan di

wilayahnya;
7. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan

penanggulangan beneana;
8. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

keuangan,

Perundang­

peningkatan

administrasi4. Melakukan pembinaan dan pelayanan
ketatausahaan, hukum dan peraturan

undangan organisasi, tatalaksana,
kapasitas sumber daya manusia,
perlengkapan dan rumah tangga;

5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur

;" .



BagianKelima
BidangKedaruratan dan Logistik

Pasa18
BidangKedaruratan dan Logistikmempunyai tugas:
a. membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

BagianKeempat
BidangPencegahandan Kesiapsiagaan

Pasal 7
(1) Membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaanmasyarakat ;
(2) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi

dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaanmasyarakat;
(3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

(4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instan si atau
lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

(5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan surat

menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukurn

dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan

kepegawaian;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pinjaman

sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam
BidangRehabilitasidan Rekontruksi

Pasa19
BidangRehabilitasidan Rekontruksimempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Pelaksana da1ammengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana dan pascabencana;

b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana;

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan

bencana pada pascabencana;
e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana;

f. Melaksanakan tugas lain yaang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistik.

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat.

e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik.

f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BABIV

TATA KERJA

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan
Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan

tugasnya masing-masing.

BagianKetujuh
KelompokJabatan Fungsional

Pasall0
{1}Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional

masing-rnasing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d
dan huruf e, terdiri atas sejurnlah tenaga fungsionalyang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang
sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala Bidang pada masing-masing
pengelompokanuraian fungsi.

(3) Sub-koordinator sebagairnana dirnaksud ayat (2)

rnelaksanakan tugas membantu koordinator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok jabatan fungsional pada masing-masing
pengelompokanuraian fungsi.

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaianatas usulan pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub­
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) ditetapkan olehBupati.

l



BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat
struktural yang akan disertakan ke dalam jabatan
fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai
dilakukannya pejabat fungsional dan ditetapkannya sub­
koordinator berdasarkan keputusan bupati ini sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 15
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan,

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk pimpinan harus diikuti dan
dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasa113
Setiap permmpm bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian
tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal12
Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing­

masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

".' "
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